110

DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di
Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000.

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002.

Hukum Pidana Materiil dan Formil Kurupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing,
Malang, 2005.

Adiwinata, Istilah Hukum Latin-Indonesia, PT Intermesa, Jakarta, Cetakan
Pertama, 1997.

Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1997.

Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2004.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2007.

Focus Andrea dalam M. Prodjohamididjoyo, Memahami Dasar-Dasar Hukum
Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Gandjar Laksamana, KPK dan Masa Depan Penyidik Tindak Pidana Korupsi,
Presentasi disampaikan pada diskusi terbatas UKP4, 19 September 2012.



111

| Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint)
Upaya hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga
Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Ikhwan Fahrojih, dkk, Mengerti dan Melawan Korupsi, Yappika dan Malang
Corruption Watch (MCW), Jakarta, 2005.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, 2011.

Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya, Sinar
Grafika, Jakarta, 1992.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

M. Lubis dan J.C. Scott, Korupsi Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam HAM dan
SPP, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Moh. Mahfud MD., Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen
Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP
Semarang, 1995.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2006.

Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung, 1996.

Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Cetakan IlI,
Malang, 2005.

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. 3,
Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1987.



112

Suradi, Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Gava Media, Yogyakarta,
2006.

Tri Agung Kristanto, Buku Kompas, Jangan bunuh KPK: Perlawanan terhadap
pidana korupsi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009.

Tumbur Ompu Sunggu, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
Penegakan Hukum di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2012.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2007.

W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia
KPK.

Jurnal

Dalam Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana,
Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Minoru Shikita, Integrated Approach to Effective Adminstration of Criminal and
Juvenile Justice, dalam Criminal Justice in Asia, The Quest For an
Integrated Approach, Unafei, 1982.



113

Swarso (Petugas Seksi Bimbingan dan Perawatan Narapidana di LP Wirogunan
Yogyakarta) dalam skripsi Abdul Kholid, Peranan LP Wirogunan dalam
Pembinaan terhadap Narapidana Narkoba Usia Muda, Fakultas Hukum
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2003.

Yed Imran, Administrasi Peradilan Indonesia, Artikel, http://id.shvoong.com/

Zach Guffron, http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php, diakses tanggal
25 Juni 20009.

Internet

Badan Pengawas Mahkamah Agung, 2013, Korupsi sebagai Extra Ordinary
Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim, http://bawas.mahkamahagung.go.id,
Diakses tanggal 24 Juli 2016.

Fariz Pradipta, Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Hukum
Ketatanegaraanindonesia,http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/ked
udukalembaga-negara-bantu-didalam.html, diakses pada tanggal 26 Juli
2016.


http://id.shvoong.com/
http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php

